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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Dberdasarkan hasil evaluasi jabatan di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, perlu menetapkan kelas jabatan di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3
November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14

April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal
18 Oktober 2011,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Pasal 2
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II;

c. kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran lll,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang menduduki jabatan fungsional umum sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan ke dalam jabatan dan kelas
jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2013
MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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